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Prita Oktafiani, 2020. Penerapan PPh Pasal 21 Sebagai Upaya 
Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan. (Studi Kasus Pada PDAM Kota 
Tegal). 
Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui penerapan PPh Pasal 
21yang terdapat pada PDAM Kota Tegal sesuai dengan peraturan perpajakan 
yang ada di Indonesia. 2). Untuk mengetahui penerapan PPh Pasal 21 pada 
PDAM Kota Tegal dapat mengoptimalkan pajak penghasilan terutang. 3). Untuk 
mengetahui dampak dari penggunaan metode perhitungan perpajakan terhadap 
laporan keuangan fiskal PDAM Kota Tegal. 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif dan kuantitatif serta menggunakan pendekatan studi kasus. 
Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) PDAM Kota Tegal dalam penyusunan 
laporan keuangannya  sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di 
Indonesia PDAM Kota Tegal menerbitkan laporan keuangan hanya untuk tujuan 
umum bagi pengguna eksternal seperti pemilik, karena itu PDAM menganut 
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). 2) 
Penerapan PPh Pasal 21 pada PDAM Kota Tegal pada tahun 2016 dan 2017 
belum dapat mengoptimalkan pajak penghasilan terutang sedangkan pada tahun 
2018 belum dapat mengoptimalkan pajak penghasilan terutang dikarenakan pada 
tahun 2016 dan 2017 penghasilan kena pajak badan setelah rekonsiliasi fiscal 
lebih besar daripada penghasilan kena pajak badan sebelum rekonsiliasi fiscal 
yang koreksi pada beban  penyisihan piutang. 3). Dampak dari penggunaan 
metode perhitungan perpajakan terhadap laporan keuangan fiskal PDAM Kota 
Tegal adalah adanya penghasilan kena pajak dari laporan fiscal yang lebih besar 
dari penghasilan kena pajak dari laporan akuntansi (komersial). 
 
 












Prita Oktafiani, 2020. Implementation of Article 21 Income Tax as an 
Effort to Save Corporate Income Tax Burden. (Case Study in PDAM Tegal City). 
The objectives of this study are: 1). To find out the application of Article 21 
Income Tax contained in the City of Tegal PDAM in accordance with existing tax 
regulations in Indonesia. 2). To find out the application of Article 21 Income Tax 
in PDAM Tegal City can optimize the income tax payable. 3). To find out the 
impact of the use of the tax calculation method on the PDAM Tegal City's fiscal 
financial statements. 
The research method used in this research is descriptive and quantitative 
research methods and uses a case study approach. While the data analysis 
method used is descriptive. 
The conclusion of this study is 1) PDAM Tegal City in compiling its 
financial statements in accordance with existing tax regulations in Indonesia 
PDAM Tegal City publishes financial statements only for general purposes for 
external users such as owners, therefore the PDAM adheres to Financial 
Accounting Standards for Entities Without Public Accountability ( SAK-ETAP). 2) 
The application of Income Tax Article 21 in PDAM Tegal City in 2016 and 2017 
has not been able to optimize the income tax payable while in 2018 it has not been 
able to optimize the income tax payable because in 2016 and 2017 the taxable 
income of the body after fiscal reconciliation is greater than the taxable income 
the body prior to fiscal reconciliation, which corrects the allowance for 
receivables. 3). The impact of using the tax calculation method to the PDAM 
Tegal City fiscal financial report is the existence of taxable income from the fiscal 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah Indonesia semakin giat dalam pembangunan di berbagai 
sektor demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pada 
pembangunan tersebut, diperlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk belanja 
negara maupun pembayaran bunga utang. Sumber dana yang diperoleh untuk 
pembangunan nasional yaitu berasal dari pajak, kepabean dan cukai, dan 
sumber dana dari luar negeri berupa dana hibah. Sumber dana pokok 
Indonesia 75% berasal dari sektor pajak (AKP2I, 2019) 
Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia akan 
menyusul dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Pajak merupakan 
sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan 
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arifin, dkk, 2017). Pada 
perkembangan pajaknya, pemerintah mentargetkan setiap tahunnya 
penerimaan pajak di Indonesia meningkat hingga 85,5% dari keseluruhan 
pendapatan negara Indonesia atau sekitar Rp 1.618,1 triliun. Peningkatan 
pajak yang di targetkan ini di dukung oleh pertumbuhan positif dari berbagai 
sektor, terutama sektor perdagangan dan pengolahan. Pertahunnya pemerintah 
menerbitkan dan menetapkan kebijakan baru perpajakan di Indonesia  
(Direktorat Jendral Pajak, Klik Pajak, 2019). Perbedaan kepentingan antara 




pembayaran pajak dengan aturan yang legal maupun illegal. Ada beberapa 
cara meminimalisir pembayaran pajak, salah satunya yaitu dengan sistem 
yang ditetapkan oleh direktorat jendral pajak. Self Assessment System yang 
bertujuan memberikan kesempatan kepada wajib pajak dalam menghitung, 
melunasi, menyampaikan besarnya pajak yang terutang maka diharapkan 
wajib pajak bisa mendapatkan keuntungan dalam usahanya tetapi tidak 
menghindari kewajiban dalam membayar pajak (Juniawaty, 2018). 
Peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan diatur oleh 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak 
Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang diberikan kepada orang pribadi atau 
badan berdasarkan jumlah perhitungan penghasilan selama satu tahun. 
Sebelum adanya Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 adalah ketentuan yang dibuat pertama kali mengatur 
tentang Pajak Penghasilan (PPh). Pada Pasal 12 ayat (1) UU KUP yang 
menyatakan, “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan 
tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”. Dan Pasal 12 ayat 
(2) UU KUP yang menyatakan, “Jumlah pajak yang terutang menurut Surat 
Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang 
terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” 
(Arifin, dkk, 2017). 
Usaha dalam pengelolaan kewajiban perpajakan guna meminimalisir 




(Tax Planning). Tahap awal yang dilakukan manajemen pajak yaitu dengan 
mengadakan dokumentasi dan pemeriksaan atas peraturan perpajakan supaya 
mampu diseleksi bentuk tindakan  penghematan pajak yang dapat 
meminimalkan kewajiban beban pajak yang harus dibayarkan tetapi masih 
dalam ketentuan dan  perundangan-undangan perajakan di Indonesia yang 
disebut dengan perencanaan pajak. 
Untuk meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian terkena pajak 
maka dapat dilakukan perencanaan pajak. Jika dalam setiap kejadian dikenai 
pajak, maka perusahaan dapat mengetahui apakah jumlah pajaknya dapat 
dikurangkan atau dikecualikan. Dari tindakan tersebut wajib pajak dapat 
membuat rencana pengenaan pajak dalam setiap transaksi. 
PDAM Kota Tegal merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak 
dalam bidang pendistribusian air bersih bagi masyarakat umum. PDAM 
terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya yang terdapat di 
Indonesia. PDAM merupakan badan usaha yang diawasi oleh aparat-aparat 
eksekutif maupun legislatif daerah. PDAM melakukan kegiatan operasional 
yang sangat erat dengan pajaknya. PDAM memiliki beberapa beban pajak 
yang harus dilaporkan dan disetorkan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPh 
Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 29, dan PPN Sambungan Baru. 
Kebijakan yang diberlakukan di PDAM Kota Tegal dalam menghitung 
beban pajak penghasilan badan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah 
nomor 23 tahun 2018. PDAM Kota Tegal dalam menghitung Pajak 




yaitu pegawai menanggung beban pajak terutangnya sendiri. Pajak 
Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25), Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh Pasal 
29), Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh Pasal 4 ayat 2), dan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) Sambungan Baru menggunakan metode yang sudah 
ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima 
atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 
Menurut penelitian (Rahmasari, 2017) tentang Penerapan Perencanaan 
Pajak Atas Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan 
Pada PDAM Tirta Pakuan Bogor menunjukkan bahwa beban pajak yang 
dilakukan oleh PDAM Tirta Pakuan Bogor belum efisien. Diketahui PDAM 
Tirta Pakuan Bogor masih menggunakan metode garis lurus, apabila 
menggunakan metode saldo menurun maka beban pajak dapat dihemat. 
Menurut penelitian  (Hanifah, dkk, 2019) tentang Tax Planning Atas 
Pajak Penghasilan Badan Pada PT.SCI yang bertujuan untuk melihat 
besarnya beban pajak yang terutang sebelum dan sesudah dilakukan 
perencanaan pajak. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan pajak dengan 
metode gross up untuk PPh Pasal 21 terbukti dapat meminimalkan beban 
pajak terutang. 
Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak yang dikenakan 
kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang 
berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (Resmi, Perpajakan Teori dan 




Berdasarkan penelitian terdahulu, saya tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul: “PENERAPAN PPh PASAL 21 SEBAGAI 
UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN. 
(Studi Kasus Pada PDAM Kota Tegal). 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah diceritakan diatas, dapat dirumuskan 
beberapa pokok permasalahan antara lain : 
1. Bagaimana penerapan PPh Pasal 21 pada PDAM Kota Tegal sesuai 
dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia? 
2. Bagaimana penerapan PPh Pasal 21 pada PDAM Kota Tegal dalam 
pengoptimalkan pajak penghasilan terutangnya? 
3. Bagaimana dampak dari penggunaan metode perhitungan perpajakannya 
terhadap laporan keuangan fiskal PDAM Kota Tegal? 
C. Tujuan Penelitian 
Berangkat dari perumusan masalah di atas, maka penulis membuat tujuan 
penelitian sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan PPh Pasal 21yang terdapat pada PDAM 
Kota Tegal sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui penerapan PPh Pasal 21 pada PDAM Kota Tegal dapat 
mengoptimalkan pajak penghasilan terutang. 
3. Untuk mengetahui dampak dari penggunaan metode perhitungan 




D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dapat diterima pembaca dalam penelitian ini, 
yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Bagi Akademis 
Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan 
sumbangan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya tentang 
perencanaan pajak yang berguna dalam melakukan penelitian lebih 
dalam tentang PPh Pasal 21 pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dan melengkapi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan PPh Pasal 
21. 
b. Bagi Peneliti 
Dari penelitian ini saya dapat menambah wawasannya mengenai 
perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak penghasilan badan 
pada suatu perusahaan. Penelitian ini merupakan implementasi dari 
saya berdasarkan ilmu yang di dapat pada perguruan tinggi dengan 
melalui penyusunan karya ilmiah atau skripsi. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Perusahaan 
Hasil dari penelitian ini yaitu memberikan saran bagi perusahaan 
dan khususnya manajemen pajak dalam merencanakan dan 




perpajakan yang berlaku dan memberikan masukan dalam penerapan 








A. Landasan Teori 
1. Konsep Akuntansi dan Perpajakan 
American Accounting Associations yang dikutip oleh Soemarso S. R 
(2011) menyatakan bahwa akuntansi sebagai suatu proses 
mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, 
untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan 
tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. 
Menurut  (Karuniawan, dkk, 2017) menyatakan bahwa akuntansi 
adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi 
ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang 
tepat bagi pemakai informasi tersebut. 
Definisi pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat 
kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya 
digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama yang 
membiayai public investment. Akuntansi perpajakan merupakan sebagai 
bagian dari akuntansi yang menekankan konsekuensi perpajakan 
terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Akuntansi perpajakan 
secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada 




Konsep akuntansi menurut  (Supriyanto, 2011), akuntansi pajak 
merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran 
suatu transaksi keuangan yang kaitannya dengan kewajiban perpajakan 
diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan 
Surat Pemberitahuan Tahunan. 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam penelitian saya yang 
membahas tentang penerapan PPh Pasal 21 sebagai upaya penghematan 
beban pajak penghasilan badan, pada konsep akuntansi perpajakan 
kewajiban perpajakan diakhiri dengan proses pembuatan laporan 




Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pajak 
merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib 
pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dengan 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Membayar pajak bukan hanya 




negara Indonesia untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan 
dan pembiayaan Negara  (Rahmasari, 2017). 
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam  (Resmi, 
Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 10), 2017), “pajak merupakan 
iuran yang disetorkan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 
balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan melaikan digunakan 
untuk membayar kepentingan umum.” 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1) Pajak dapat dipungut sesuai dengan Undang-Undang yang 
mengatur pelaksanaannya. 
2) Berdasarkan pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya jasa 
timbal balik secara individual oleh pemerintah. 
3) Baik pemerintah pusat maupun daerah wajib memungut pajak yang 
diperuntukkan negara. 
4) Pajak merupakan sumber pendanaan negara, maka dari itu pajak 
digunakan dalam pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 
bilamana dalam pemasukannya terdapat surplus, digunakan untuk 
membiayai public investment.  (Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus 
(Edisi 10), 2017). 
b. Fungsi Pajak 
Pada fungsi perpajakan terdapat dua fungsi pajak, antara lain 




1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 
Fungsi Budgetair merupakan sumber penerimaan negara yang 
digunakan untuk mebiayai pengeluaran dan pembangunan negara. 
Pajak merupakan sumber penerimaan negara, oleh karena itu 
pemerintah memasukkan dana sebesar-besarnya pada kas negara. 
Upaya tersebut dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan 
intensifikasi melalui penyempurnaan peraturan semua jenis 
perpajakan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB).  (Adityaningsih, dkk, 2016). 
2) Fungsi Regularend (Pengatur) 
Fungsi Regularend merupakan pajak sebagai alat pengatur atau 
pelaksana kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun 
ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang 
keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai alat pengatur, 
antara lain : 
a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan 
kepada wajib pajak dalam transaksi jual belinya barang yang 
tergolong dalam kategori mewah. Tarif pajak akan semakin 
tinggi apabila harga barang semakin mahal. Adanya 
pemberlakuan pajak ini memiliki maksud agar rakyat Indonesia 




b) Pada wajib pajak yang memperoleh penghasilan tinggi akan 
dikenakan tarif pajak progresif yang dimaksudkan pemberian 
kontribusi dalam membayar pajak lebih tinggi sehingga dapat 
terjadi pemerataan pendapatan. 
c) Pada tarif pajak ekspor dikenakan 0% yang dimaksudkan agar 
para pengusaha terdorong untuk mengekspor hasil produksinya 
ke pasar dunia dan secara langsung akan menambah devisa 
negara. 
d) Pajak penghasilan dikenakan pada saat penyerahan barang hasil 
industry tertentu, misalnya industri semen,industry kertas, 
industry baja, dan lainnya. Tujuan dari pengenaan pajak tersebut 
adalah upaya pemerintah dalam menekan produksi pada 
industry tersebut karena dapat merusak lingkungan dan 
menyebabkan polusi yang akan berdampak pada kesehatan 
masyarakat. 
e) Tarif pajak final sebesar 1% dikenakan pada kegiatan usaha 
serta peredaran usaha tertentu sebagai penyederhanaan 
perhitungan pajak. 
f) Untuk menarik minat investor asing dalam menanamkan 
modalnya di Indonesia, maka negara memberlakukan tax 
holiday. Tax holiday dapat diartikan sebagai pembebasan pajak 




periode tertentu.  (Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 
10), 2017). 
c. Jenis Pajak 
Terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, 
yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut 
lembaga pemungutnya : 
1) Menurut Golongan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu 
sebagai berikut : 
a) Pajak Langsung 
Pajak langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada 
wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan 
kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). 
b) Pajak Tidak Langsung 
Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dibebankan 
kepada pihak ketiga. Pajak tersebut tidak langsung terjadi jika 
terdapat kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang lain yang 
menyebabkan pajaknya terutang.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan 
pajak yang terjadi karena pertambahan nilai dari barang atau 
jasa. Pajak tersebut dibayarkan oleh produsen atau pihak yang 
menjual barang atau jasa, namun PPN dibebankan kepada 
konsumen baik secara eksplisit maupun eksplisit atau dengan 




2) Menurut Sifat pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu sebagai 
berikut : 
a) Pajak Subjektif 
Pajak subjektif merupakan pajak yang dalam pengenaannya 
memperhatikan kondisi subjeknya atau wajib pajak. 
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dalam pengenaan 
pajaknya memperhatikan kondisi subjek atau wajib pajak yang 
terdiri dari beberapa faktor yaitu, status perkawinan, banyaknya 
anak, dan tanggungan lainnya. Keadaan subjek dapat digunakan 
dalam menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak. 
b) Pajak Objektif 
Pajak objektif merupakan pajak yang dalam pengenaannya 
lebih memperhatikan objeknya, misalkan benda, keadaan, 
perbuatan, maupun peristiwa yang menyebabkan timbulnya 
kewajiban membayar pajak dan tanpa memperhatikan kondisi 
pribadi subjek atau wajib pajak. 
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan 








3) Menurut Lembaga Pemungut pajak dapat dikelompokkan menjadi 
dua yaitu sebagai berikut : 
a) Pajak Negara (Pajak Pusat) 
Pajak pusat merupakan pajak yang digunakan pemerintah 
dalam membiayai kebutuhan dan kebijakan negara. 
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pertambahan Nilai 
(PPN), dan Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah 
(PPnBM). 
b) Pajak Daerah 
Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh 
pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) 
maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerahnya. 
Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009. 
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air 
Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak 
Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 
Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  




4) Sistem Pemungutan Pajak 
Menurut penelitian  (Urkan, dkk, 2017), di Indonesia terdapat 
tiga sistem pemungutan pajak, antara lain : 
a) Official Assessment System 
Official Assessment System merupakan sistem pemungutan 
pajak yang memberikan kewenangan kepada fiskus atau 
aparatur perpajakan sebagai pemungut pajak dalam menentukan 
besarnya pajak terutang. Berdasarkan sistem ini, kegiatan dan 
pemungutan pajak seluruhnya berada dalam kewenangan 
aparatur perpajakan. Wajib pajak hanya akan menerima surat 
ketetapan pajak oleh fiskus atau aparatur perpajakan. 
Menurut  (Direktorat Jendral Pajak, Online Pajak, 2018) 
dalam Official Assessment System memiliki beberapa ciri-ciri, 
antara lain : 
1)) Besarnya pajak yang terutang dihitung oleh pihak fiskus. 
2)) Wajib pajak hanya tinggal menerima surat ketetapan pajak 
oleh fiskus. 
3)) Surat ketetapan pajak yang berisi tentang pajak terutang, 
diterbitkan setelah dihitung oleh pihak fiskus. 
4)) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan 






b) Self Assessment System 
Self Assessment System merupakan sistem pemungutan 
pajak yang memberikan kewenangan wajib pajak dalam 
menghitung jumlah pajak terutangnya. Berdasarkan sistem ini 
wajib pajak diharapkan mampu menghitung, memahami 
undang-undang perpajakan yang berlaku, serta memiliki 
kejujuran dan kesadaran dalam penyetoran pajak terutang. Pada 
sistem ini wajib pajak diberikan kewenangan sepenuhnya. 
Berikut merupakan kewenangan yang diberikan untuk wajib 
pajak : 
1)) Wajib pajak mampu menghitung sendiri pajak terutang. 
2)) Wajib pajak mampu memperhitungkan sendiri pajak yang 
terutang. 
3)) Wajib pajak mampu membayar sendiri pajak yang terutang. 
4)) Wajib pajak mampu melaporkan sendiri jumlah pajak yang 
terutang. 
5)) Wajib pajak mempertanggungjawabkan pajak yang 
terutang. 
Menurut  (Direktorat Jendral Pajak, Online Pajak, 2018) 
ada beberapa ciri-ciri Self Assessment System sebagai berikut : 





2)) Wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, 
hingga melaporkan pajak terutang. 
3)) Pada sistem ini pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat 
ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak terlambat dalam 
membayar pajak dan terdapat jumlah pajak yang belum 
dibayarkan. 
c) With Holding System 
With holding system merupakan sistem pemungutan pajak 
yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga dalam 
menghitung pajak terutang wajib pajak. Berdasarkan sistem ini, 
pihak ketiga merupakan pihak yang dipilih sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, 
serta peraturan lainnya. Pihak keiga diberi kewenangan dalam 
menghitung, menyetor, dan mempertanggungjawabkan sesuai 
dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jenis pajak yang 
menggunakan sistem ini antara lain Pajak Penghasilan Pasal 21 
(PPh Pasal 21), Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22), 
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), Pajak Penghasilan 
Final Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan NilIai (PPN). Bukti 
pemotongan dari sistem ini berupa surat setoran pajak yang 
akan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh/SPT masa PPN dari 




3. Pajak Penghasilan Pasal 21 
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21  
Menurut Per Dirjen Pajak No.16/PJ/2016 Pasal 1 ayat 2 Pajak 
Penghasilan yaitu Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, 
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi 
Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut dengan PPh Pasal 
21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang 
dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghsilan. 
Secara sederhananya Pajak Penghasilan Pasal 21 memotong 
penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam pekerjaannya. Pajak 
Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan khusus yang 
dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).  (Adityaningsih, 
dkk, 2016). 
Bagi pegawai atau orang pribadi yang merupakan wajib pajak dan 
memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang sudah dipotong 
atau dibayarkan pada akhir tahun pajak diwajibkan melaporkan SPT 
Tahunan PPh orang pribadi atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah 
dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak 





b.  Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) 
Menurut  (Adityaningsih, dkk, 2016) menyatakan bahwa 
pemotong PPh Pasal 21 yaitu wajib pajak orang pribadi maupun badan 
yang termasuk dalam Bentuk Usaha Tetap memiliki kewajiban 
melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang berhubungan 
dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 
PER-16/PJ/2016 mengatur tentang pemotong PPh Pasal 21 yaitu 
sebagai berikut : 
1) Pemberi kerja yang terdiri atas : 
a) Orang pribadi dan badan 
b) Cabang, perwakilan, atau unit, sehubungan dengan kegiatan 
administrasi yang mencangkup tentang gaji, upah, honorarium, 
tunjangan, dan pembayaran lain. 
2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah yang terdiri dari 
bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk 
institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, institusi/lembaga 
pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, dan Kedutaan Besar 
Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, 
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan 





3) Dana pension yaitu badan yang menyelenggarakan jaminan sosial 
tenaga kerja, dan badan yang membayar uang pension dan 
tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. 
4) Orang pribadi yang melakukan pekerjan bebas atau kegitan usaha 
serta badan yang membayar pekerjaan atau kegiatan usaha 
tersebut, antara lain: 
a) Honorarium, fee, komisi, atau imbalan lain sehubungan dengan 
jasa atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi 
yang berstatus subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga 
ahli yang melakukan jenis kegiatan usaha untuk dirinya sendiri 
bukan menggunakan nama persekutuan. 
b) Honorarium, fee, komisi, atau imbalan lain sehubungan dengan 
jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pibadi yang 
berstatus subjek pajak luar negeri. 
c) Honorarium, fee, komisi, atau imbalan lain yang diberikan 
kepada peserta pelatihan, pendidikan, dan pegawai magang. 
5) Penyelenggara kegiatan yaitu badan pemerintah, organnisasi yang 
bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi 
serta lembaga ainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang 
membayar honorarium, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun 
kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan 
suatu kegiatan. Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang 




a) Kantor perwakilan negara asing. 
b) Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang di 
tetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu organisasi–organisasi 
luar negeri. 
c) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas namun mempekerjakan orang 
pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga bukan 
merupakan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. 
d) Organisasi internasional yang tidak memenuhi ketetntuan yaitu 
pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan 
pajak. 
c. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak 
1) Hak Pemotong Pajak 
Berikut merupakan hak-hak pemotong pajak PPh Pasal 21 yaitu 
sebagai berikut : 
a) Pemotong pajak berhak atas kelebihan bayar PPh Pasal 21 yang 
sudah disetorkan, karena jumlah PPh Pasal 21 yang terutang 
dalam satu tahun takwin biasanya lebih kecil dibandingkan 
dengan jumlah PPh Pasal 21 yang disetor. Jumlah kelebihan 
bayar PPh Pasal 21 akan diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 
terutang atas gaji untuk bulan dalam tahun tersebut, dan jika 





b) Pemotong pajak dapat mengajukan permohonan untuk 
memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 
PPh Pasal 21. Permohonan untuk memperpanjang Surat 
Pemberitahuan (SPT) diajukan secara tertulis selambat-
lambatnya 31 Maret tahun takwim dengan menggunakan 
formulir yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak dan 
disertai dengan perhitungan sementara PPh Pasal 21 terutang 
serta bukti pelunasan pembayaran kekurangan PPh Pasal 21 yang 
terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan. 
c) Jika ada yang salah dalam perhitungan dan penyetorannya, 
pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat 
Jendral Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan 
Pajak. 
2) Kewajiban Pemotong Pajak 
Berikut merupakan kewajiban pemotong PPh Pasal 21 yaitu 
sebagai berikut : 
a) Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor 
Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. 
b) Setiap pemotong pajak wajib mengambil dan mengisi formulir 
dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya yang tersedia 





c) Setiap akhir bulan takwim pemotong pajak wajib menghitung, 
memotong, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang. 
Penyetoran PPh Pasal 21 dapat disetorkan melalui Kantor Pos 
atau Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Bank Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank yang ditunjuk 
oleh Direktorat Jendral Anggaran dengan waktu selambat-
lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikut dengan 
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). 
d) Pemotong pajak wajib melampirkan Bukti Pemotongan PPh 
Pasal 21 baik diminta maupun tidak, pada saat pemotongan pajak 
kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima 
uang pension, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang 
pesangon, dan penerima dana pension. 
e) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk 
penerima pension bulanan, pemotong pajak wajib melampirkan 
dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh 
Direktorat Jendral Pajak dengan waktu 2 bulan setelah tahun 
pajak berakhir. Apabila dalam praktiknya pada tahun takwim 
pegawai tetap berhenti bekerja atau pension, maka Bukti 
Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang 
bersangkutan selambatnya satu bulan setelah pegawai tetap 





d. Penerima Penghasilan (Wajib Pajak PPh Pasal 21) 
Menurut  (Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 10),  
menyatakan bahwa orang pribadi dengan status objek pajak dalam 
negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan atas kegiatan, 
pekerjaan, dan jasa termasuk penerima pension merupakan penerima 
penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. 
Berikut merupakan wajib pajak PPh Pasal 21 : 
1) Pegawai 
Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja 
dengan perjanjian atau kesepakatan kerja yang tertulis maupun 
tidak tertulis untuk melakukan kegiatan pekerjaan dalam jabatan 
atau kegiatan yang bertujuan memperoleh imbalan berdasarkan 
periode tertentu. 
Pegawai tetap merupakan pegawai atau pekerja yang 
memperoleh penghasilan secara teratur dalam jumlah tertentu 
berdasarkan kontrak dalam jangka waktu tertentu, termasuk 
anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas. 
Pegawai tidak tetap/tenaga harian lepas merupakan pegawai 
atau pekerja yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai 
tersebut bekerja dengan berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah 
unit yang dihasilkan, penyelesaian jenis pekerjaan yang diminta 




2) Penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat pension, 
tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris di 
dalamnya. 
3) Bukan pegawai merupakan orang pribadi selain pegawai, pegawai 
tetap, pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang melakukan 
pekerjaan dengan tujuan memperoleh penghasilan dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan yang dilakukan 
berdasarkan perintah pemberi kerja. Yang termasuk bukan pegawai 
yaitu : 
a) Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai, 
dan aktuaris merupakan tenaga ahli yang melakukan pekerjaan 
bebas. 
b) Pekerja seni misalnya pemain music, pembawa acara, penyanyi, 
pelawak, bintang sinetron, bintang iklan, bintang film, sutradara, 
kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, 
penari, pemahat, pelukis, serta seniman lainnya. 
c) Olahragawan 
d) Pekerja pendidik misalnya penasihat, pengajar, pelatih, 
penceramah, penyuluh, dan moderator. 
e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 
f) Pemberi jasa dalam segala bidang misalnya teknik computer dan 
sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, 




g) Agen iklan. 
h) Pengawas dan pengelola proyek. 
i) Perantara atau pembawa langganan. 
j) Petugas yang menjaga barang dagangan. 
k) Petugas dinas yang berada di luar asuransi.Distributor pada 
perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan 
jasa lainnya. 
4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak 
merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 
5) Mantan pegawai. 
6) Peserta kegiatan yang mengikuti suatu kegiatan dan menerima 
penghasilan dari keikutsertaannya tersebut, diantaranya : 
a) Perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan perlombaan lainnya merupakan peserta 
perlombaan dalam segala bidang yang memperoleh penghasilan. 
b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan 
kerja. 
c) Peserta pendidikan dan pelatihan. 








e. Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 
Yang dimaksud tidak termasuk dalam penerima penghasilan yang 
dipotong PPh Pasal 21 antara lain : 
1) Orang-orang yang bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia 
tidak memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya 
serta perlakuan timbale balik dari negara yang bersangkutan, 
misalnya pejabat perwakilan diplomatic dan konsultan atau pejabat 
lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan untuk 
mereka dan tinggal bersama pemberi kerja. 
2) Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah pejabat perwakilan 
organisasi internasional dengan syarat bukan merupakan warga 
negara Indonesia dan tidak melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan lainnya yang dapat menghasilkan penghasilan dari 
Indonesia. 
f. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 
1) Hak Wajib Pajak 
Berikut merupakan hak wajib pajak : 
a) Bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemotong 
pajak berhak diambil oleh wajib pajak. Dari jumlah PPh Pasal 
21 yang telah dipotong oleh pemotong pajak dapat dikreditkan 





b) Jika dalam pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh 
pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku 
maka wajib pajak berhak mengajukan surat permohonan 
keberatan kepada Direktorat Jendral Pajak. Pada pengajuan surat 
permohonan wajib menggunakan bahasa Indonesia dengan 
disertai jumlah pajak yang telah dihitungoleh wajib pajak dan 
mengemukakan alasan yang jelas. Pengajuan surat pemotongan 
ini maksimal 3 bulan setelah tanggal pemotongan, kecuali jika 
keadaan diluar kekuasaan wajib pajak. 
c) Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara 
tertulis dengan bahasa Indonesia dan disertai alasan yang jelas 
kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan 
mengenai keberatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat 
Jendral Pajak. Permohonan ini diajukan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas, dan 
pengajuan tersebut dilakukan setelah 3 bulan sejak keputusan 
diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut. 
Apabila Badan Peradilan Pajak belum terbentuk maka 
permohonan pajak dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak. Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa 






2) Kewajiban Wajib Pajak 
Berikut merupakan kewajiban wajib pajak : 
a) Selama tahun takwim wajib pajak wajib menyerahkan surat 
pernyataan kepada pemotong pajak yang berisi tentang jumlah 
tanggungan keluarga yang nantinya akan mendapatkan 
pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 
Penyerahan tersebut dilakukan oleh wajib pajak pada saat mulai 
bekerja, mulai menjadi subjek pajak dalam negeri, terjadi 
perubahan tanggungan keluarga pada tahun takwim, serta mulai 
pension. Berikut adalah pihak-pihak yang wajib menerima bukti 
pemotongan PPh Pasal 21 yang diserahkan oleh wajib pajak : 
1)) Pemotong pajak pada tempat kerja yang baru dikarenakan 
wajib pajak pindah kerja. 
2)) Pemotong pajak dana pension dikarenakan wajib pajak 
mulai menerima pension dalam tahun berjalan. 
b) Jika wajib pajak memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi 
kerja maka wajib pajak memiliki kewajiban dalam melaporkan 
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). 
g. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 (Objek PPh Pasal 21). 
Berikut merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21: 
1) Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap baik penghasilan 




2) Penghasilan yang diterima oleh penerima pension secara teratur 
yang berupa uang pension dan sejenisnya. 
3) Penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap atau tenaga 
harian lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah bulanan, 
upah borongan, dan sebagainya. 
4) Imbalan yang diberikan kepada bukan pegawai berupa honorarium, 
komisi, fee, serta imbalan dari pekerjaan, jasa, serta kegiatan yang 
dilakukan dalam mencari imbalan. 
5) Imbalan yang diberikan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, 
uang representasi, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan 
nama dan benuk apa pun itu. 
6) Penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan pembayarannya 
melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai tersebut 
berhenti bekerja yaitu uang pesangon, uang manfaat pension, 
tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. 
7) Penghasilan yang diterima oleh anggota dewan pengawas atau 
dewan komisaris yang tidak merangkat sebagai pegawai tetap pada 
perusahaan yang sama yaitu penghasilan honorarium atau imbalan 
yang tidak teratur. 
8) Penghasilan yang sifatnya tidak teratur yang diterima oleh mantan 
pegawai berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau 




9) Penghasilan yang berupa penarikan dana pension oleh peserta 
program pension yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana 
pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan. 
10) Semua jenis penghasilan nomor 1-9 yang diterima atau diterima 
dalam bentuk natura atas kenikmatan dengan nama dan bentuk 
apapun yang diberikan oleh : 
a) Wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final 
b) Wajib pajak yang dikenakann PPh dengan perhitungan khusus 
Jika dalam uraian objek pajak tersebut terdapat penghasilan yang 
diterima oleh subjek pajak luar negeri pemotongannya merupakan PPh 
Pasal 26. 
h. Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 (Bukan Objek Pajak). 
Berikut ini merupakan tidak termasuk penghasilan yang dipotong 
PPh pasal 21 yaitu : 
1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan 
asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi 
kecelakaan,, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi 
beasiswa. 
2) Wajib pajak atau pemerintah yang memberikan natura atau 
kenikmatan lainnya termasuk dalam pajak penghasilan yang 




kecuali penghasilan penghasilan yang diterima oleh penerima 
pension secara teratur berupa uang pension. 
3) Iuran pension yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada dana 
pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, 
iuran tersebut merupakan iuran tunjangan hari tua atau jaminan hari 
tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan 
penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan oleh 
pemberi kerja. 
4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi serta sumbangan 
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 
Indonesia adalah kegiatan lembaga atau badan yang dibentuk oleh 
pemerintah. 
Beasiswa yang diterima oleh orang pribadi atau Warga Negara 
Indonesia oleh wajib pajak pemberi beasiswa yang tujuannya untuk 
mengikuti pendidikan di dalam negeri misalkan pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak memiliki 
hubungan istimewa dengan komisaris, direksi, maupun komponen 
yang lain yang berhubungan dengan wajib pajak pemberi kerja. Biaya 
pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian 
yang sehubungan dengan bidang yang diambil, pembelian buku, dan 






i. Tarif Pajak 
Menurut Per-Dirjen Pajak No.16/PJ/2016 dalam  (Resmi, 
Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 10), 2017) yang termasuk dalam 
dasar pengenaan pemotongan PPh Pasal 21 yaitu : 
1) Dasar dari pengenaan PPh Pasal 21 yaitu sebagai berikut : 
Penghasilan Kena Pajak yang berlaku bagi : 
a) Pegawai tetap yaitu pegawai yang menerima penghasilan secara 
teratur dengan jumlah tertentu dari kegiatan pekerjaaan atau 
jasa; 
b) Penerima pension berkala; 
c) Pegawai tidak tetap dengan penghasilan yang diperoleh dalam 
satu bulan telah melebihi Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus 
ribu rupiah); 
d) Imbalan yang diterima oleh bukan pegawai yang dimaksudkan 
dalam Pasal 3 huruf c yang bersifat berkesinambungan; 
2) Jumlah dari penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib 
pajak dan telah dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26. 
3) Penghasilan Kena Pajak yang dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf a; 
4) Jumlah penghasilan bruto dikurangkan dengan yang lain-lain 
misalnya biaya jabatan dan iuran pension merupakan besarnya 




5) Jumlah seluruh penghasilan bruto yang dikurangkan dengan biaya 
pension sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto maksimal 
Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama sebulan atau setara 
dengan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 
setahun merupakan besarnya penghasilan neto bagi penerima 
pension berkala yang dipotong PPh Pasal 21. 
6) Menurut PMK RI Nomor 101/PMK.010/2016 yang membahas 
tentang penyesuaian PTKP sebagai berikut : 
a) Untuk wajib pajak orang pribadi sendiri yaitu Rp 54.000.000,00 
(lima puluh empat juta rupiah); 
b) Untuk tambahan wajib pajak yang berstatus kawin yaitu Rp 
4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); 
c) Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan dijelaskan 
dengan tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya 
digabung dengan penghasilan suami yaitu Rp 54.000.000,00 
(lima puluh empat juta rupiah); 
d) Untuk tambahan setiap keluarga sedara dan keluarga semenda 
dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi 
tanggungan sepenuhnya, masing-masing tambahan untuk 
anggota keluarga tersebut sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta 




7) Ketentuan besarnya PTKP untuk karyawati yaitu bagi karyawati 
yang belum menikah hanya dikenakan PTKP untuk dirinya sendiri, 
sedangkan bagi karyawati yang sudah menikah dikenakan PTKP 
untuk dirinya sendiri ditambah dengan keluarga yang menjadi 
tanggungan sepenuhnya. 
8) Karyawati yang berstatus kawin dapat menunjukkan keterangan 
dari Pemerintah Daerah serendah-rendahnya tingkat kecamatan 
yang menyatakan bahwa suaminya tidak memperoleh penghasilan, 
besarnya PTKP yang dikenakan adalah PTKP untuk dirinya sendiri 
ditambah dengan status kawin dan ditambah dengan tanggungan 
anggota keluarga. 
9) Besarnya PTKP ditentukan dengan keadaan pada awal tahun. 
10) Ketentuan yang sudah dijelaskan diatas dapat dikecualikan yang 
tertera pada ayat (5) yaitu besarnya PTKP yang dikenakan untuk 
pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian 
tahun yang telah ditentukan berdasarkan keadaan awal bulan pada 
tahun yang bersangkutan. 
j. Tarif Pemotongan Pajak dan Penerapannya 
Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008 dalam  (Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 10), 2017) 
yang mengatur tentang tariff pajak penghasilan orang pribadi dengan 






Tarif Pemotongan Pajak 
Penghasilan Neto Kena Pajak Tarif Pajak 
Dari Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000,00. 5% 
Lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 
250.000.000,00. 
15% 
Lebih dari Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 
500.000.000,00. 
25% 
Lebih dari Rp 500.000.000,00. 30% 
Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 
Menurut Per Dirjen Pajak No.16/PJ/2016 dalam  (Resmi, 
Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 10), 2017) dijelaskan bahwa 
tarif pemotongan PPh Pasal 21  bagi wajib pajak yang tidak 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu bagi wajib 
pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pemotongan 
PPh Pasal 21 lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang 
dibayarkan oleh wajib pajak yang memiliki NPWP. Berikut 
merupakan penjelasan dari Per Dirjen Pajak No.16/PJ/2016: 
1) Jumlah yang dikenakan atau dipotong pada PPh Pasal 21 wajib 
pajak yang tidak memiliki NPWP sebesar 120% (seratus dua 
puluh persen) dari jumlah yang seharusnya dipotong ketika yang 
bersangkutan memiliki NPWP. 
2) Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana yang dimaksudkan 
dalam ayat (1) yang hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 




k. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 Final 
PPh yang bersifat final merupakan seluruh pajak yang 
dipotong oleh pemotong pajak dengan tarif dasar pengenaan pajak 
tertentu tanpa menunggu perhitungan dari pihak fiskus dan 
dianggap telah selesai perhitungannya walaupun surat ketetapan 
pajak belum dikeluarkan. Berikut ini merupakan penghasilan yang 
dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final yaitu : 
1) Penghasilan yang dibayarkan oleh lembaga dana pension yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, 
penghasilan tersebut berupa uang pesangon yang dibayarkan 
secara sekaligus. 
2) Penghasilan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 
Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, 
penghasilan tersebut berupa manfaat pension, tunjangan hari tua, 
atau jaminan hari tua. 
3) Penghasilan yang sumber dananya berasal darri keuangan 
negara/ keuangan daerah yang berupa honorarium, uang 
perangsang, uang sidang, uang lembur, imbalan prestasi kerja, 
dan imbalan lain dalam bentuk dan nama apapun yang diterima 
oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, 
kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan 




Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat 
Satu ke bawah. 
l. Metode Perhitungan PPh Pasal 21 
Dalam perhitungan PPh Pasal 21 ada beberapa metode yang 
dapat digunakan, yaitu : 
1) Metode Gross 
Metode gross merupakan metode pemotongan pajak yang 
dilakukan oleh pemberi kerja dengan memotong PPh Pasal 21 
secara langsung dari gaji karyawannya. Dalam metode ini, PPh 
Pasal 21 ditanggung oleh karyawan. Metode ini biasanya 
digunakan dalam perusahaan yang baru berdiri. 
2) Metode Net 
Metode net merupakan metode pemotongan pajak yang 
dilakukan oleh pemberi kerja dengan jumlah PPh Pasal 21 
ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja. Dalam metode ini, 
karyawan menerima gaji bersih dan PPh Pasal 21 ditanggung 
oleh perusahaan pemberi kerja. Menurut Kep.Dirjen Pajak No 
31/PJ/2008 pasal 8 ayat 1 yang dijelaskan bahwa penghasilan 
bukan wajib pajak yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 
atau pajak penghasilan pasal 26 termasuk penerimaan dalam 
bentuk natura dan kenikmatan yang diperoleh dalam nama dan 
bentuk apapun. Pada pasal 8 ayat 2 yang menegaskan dari 




kenikmatan adalah pajak penghasilan yang ditangguh oleh 
pemberi kerja serta pajak penghasilan yang ditanggung oleh 
pemerintah. 
3) Metode Gross Up 
Metode gross up merupakan metode pemotongan pajak 
yang dilakukan oleh pemberi kerja dimana perusahaan 
memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya sesuai 
dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam metode ini, 
karyawan mendapat tambahan tunjangan sesuai dengan jumlah 
PPh Pasal 21. 
B. Studi Penelitian Terdahulu 
Berdasarkan sub bab ini saya akan mengulas hasil-hasil penelitian 
terdahulu yang memiliki isi atau relevansi dengan penelitian yang akan 
dilakukan, hal tersebut sebagai acuan dan untuk menghindari kesamaan 
antara penelitian ini dan penelitian terdahulu, saya memberikan gambaran 
beberapa karya atau penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang 
akan saya lakukan. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh  (Sugeng, 2011) yang berjudul 
“Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan”. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang penulis ajukan dapat 
diterima (Ho ditolak dan Ha diterima), artinya terdapat korelasi signifikan 
antara perencanaan pajak dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan 




efisiensi beban pajak penghasilan sebesar 96.2 %, dan ada faktor lain sebesar 
3,8 % yang juga ikut berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan 
yang tidak diteliti oleh penulis.  
Pada penelitian yang dilakukan oleh  (Adityaningsih, dkk, 2016) yang 
berjudul “Tax Plan Analysis Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap 
Efisiensi Pajak Terutang Perusahaan Rokok AA Buring Malang”. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu 
metode yang mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang kemudian diolah 
sesuai fungsinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode gross 
up merupakan metode terbaik untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 
dan menghasilkan pajak penghasilan tahunan yang paling efisien. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh  (Urkan, dkk, 2017) yang berjudul 
“Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 
Metode Gross, Net, dan Gross Up Serta Dampak Terhadap Beban Pajak 
Penghasilan Badan PT DREDOLF INDONESIA”. Penelitian ini merupakan 
penelitian yang menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang dapat 
menggambarkan efektivitas penerapan ketiga metode tersebut. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode Gross-Up akan 
mensejahterakan karyawan, sedangkan metode Gross akan meningkatkan 
laba perusahaan dan metode Net untuk mengurangi pendapatan perusahaan 
tetapi pendapatan karyawan lebih besar dari metode Gross. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh  (Rahmasari, 2017) yang berjudul 




Penghasilan Badan Pada PDAM Tirta Pakuan Bogor”. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif (non 
statistik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak yang dilakukan 
oleh PDAM Tirta Pakuan Bogor belum efisien. Diketahui bahwa penyusutan 
aset tetapnya PDAM Tirta Pakuan Bogor masih menggunakan metode garis 
lurus. Apabila menggunakan metode saldo menurun, maka beban pajak dapat 
dihemat yaitu : pada tahun 2011 sebesar Rp17.738.570.289,91. Pada tahun 
2012 sebesar Rp14.740.772.751,21. Pada tahun 2013 sebesar 
Rp19.116.745.566,70. 
Pada Penelitian yang dilakukan oleh  (Feriyana, 2017) yang berjudul 
“Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Laba Perusahaan Pada PT.Mustika 
Ratu Tbk”. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 
deskriptif (eksploratif) dengan metode penelitian studi kasus dan teknik 
penelitian kuantitatif (non statistik). Hasil penelitian yang telah dilakukan 
diperoleh hasil bahwa dalam melaksanakan perencanaan pajaknya PT 
Mustika Ratu Tbk meminimalkan beban pajak dengan beberapa hal seperti, 
menganalisis biaya komersial yang disinkronisasikan dengan analisis 
perhitungan fiskal serta mengontrol dan memonitering pelaksanaan 
perencanaan pajak setiap periodenya. Terlihat dari analisis data yang 
dilakukan bahwa laba perusahaan didasarkan pada metode dan Standar 
Akuntansi Keuangan yang berlaku, dimana terdapat perbedaan yang 
signifikan antara laba sebelum pajak dengan laba setelah pajak pada saat 




Pada Penelitian yang dilakukan oleh  (Juniawaty, 2018) yang berjudul 
“Tax Planning PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan”. 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman secara 
mendalam mengenai beberapa metode pemotongan PPh Pasal 21 dan dapat 
memilih metode mana yang dirasa tepat dan efisien bagi perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil 
penelitian adalah penerapan metode gross up pada perusahaan yang 
dikenakan pajak non final merupakan metode yang dapat dilakukan oleh 
perusahaan untukmelakukan efisiensi pajak dengan cara yang legal yang tidak 
melanggar peraturan perundang–undangan. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh  (M. Manangkalangi, dkk, 2019) 
yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai 
Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada PT. Asuransi Asei 
Indonesia Cabang Manado”. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan 
adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan untuk sumber data 
menggunakan metode data primer, dan metode analisis yang digunakan 
adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
lebih efisien dalam membayar pajak adalah dengan menggunakan Metode 
Gross Up, daripada menggunakan metode perencanaan pajak saat ini, Metode 
Net. Karena Metode Gross Up, perusahaan PT.Asuransi Asei Indonesia 
Cabang Manado akan memberikan manfaat pajak yang sama dengan pasal 21 




koreksi fiscal dan untuk kasus ini tunjangan yang dapat disediakan 
perusahaan melalui Metode Gross Up nya sebesar Rp 132.718.489. 
C. Kerangka Pemikiran Konseptual 
Penelitian ini menganalisis penerapan perencanaan pajak sebagai upaya 
penghematan beban pajak penghasilan badan. Variabel independen dalam 
penelitian ini merupakan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21). Variabel 
dependen dalam penelitian ini yaitu penghematan beban pajak penghasilan 
dengan berdasarkan pada perencanaan pajak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berikut 
penjelasan variable yang dipakai dalam penelitian : 
1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). 
Menurut Per Dirjen Pajak No.16/PJ/2016 Pasal 1 ayat 2 dalam  
(Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 10), 2017) Pajak Penghasilan 
yaitu Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan 
yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, 
yang selanjutnya disebut dengan PPh Pasal 21, adalah pajak atas 
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran 
lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan 
atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek 
Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-






2. Penelitian Terdahulu. 
Menurut  (Feriyana, 2017) dengan judul Pengaruh Perencanaan Pajak 
Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Mustika Ratu Tbk. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan perencanaan 
pajaknya PT. Mustika Ratu Tbk meminimalkan beban pajak dengan 
beberapa hal seperti, menganalisis biaya komersial yang disinkronisasikan 
dengan analisis perhitungan fiskal serta mengontrol dan memonitering 
pelaksanaan perencanaan pajak setiap periodenya. 
Menurut  (Juniawaty, 2018) dengan judul Tax Planning PPh Pasal 21 
Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. Hasil dari penelitian yang saya 
dapatkan bahwa penerapan metode gross up pada perusahaan yang 
dikenakan pajak non final merupakan metode yang dapat dilakukan oleh 
perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak dengan cara yang legal yang 
tidak melanggar peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka pemikiran yang dapat 
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A. Jenis Penelitian 
Berdasarkan pembuatan penelitian ini yang berjudul “Penerapan PPh 
Pasal 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan”, 
penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan kuantitatif serta 
menggunakan pendekatan studi kasus. 
Pengertian penelitian desktiptif adalah metode penelitian dengan 
landasan filsafat positivisme, digunakan dalam penelitian tertentu, analisis 
data bersifat kuantitatif/statistik, dan tujuan dari penelitian ini adalah menguji  
hipotesis.  (Sugiyono, 2014). 
Sedangkan penelitian kuantitatif yang dijelaskan oleh  (Prof. Dr. 
Suliyanto, S.E., M.M , 2018) merupakan penelitian yang digunakan untuk 
menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau tanpa 
menghubungkan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jika 
menggunakan analisis statistik alat analisis yang digunakan cukup 
menggunakan analisis statistik deskriptif (mean, standart deviasi, modus, 
range,dan lain-lain). 
Pada penelitian ini pula, saya menggunakan pendekatan studi kasus, 
dimana yang dijelaskan oleh Nawawi ialah penelitian ini memusatkan diri 
secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu 




dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. (Prof. 
Dr. Suliyanto, S.E., M.M , 2018). 
B. Obyek Penelitian 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Pada 
penelitian ini saya menggunakan data keuangan pada PDAM Kota Tegal  
pada tahun 2016-2018. 
2. Sampel 
Menurut (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa sampel merupakan 
bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 
Pada penelitian ini, saya menggunakan data Rekonsiliasi Laba Rugi 
PDAM Kota Tegal pada tahun 2016-2018. 
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
Definisi konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan, 
sehingga memudahkan saya dalam mengoperasikan konsep tersebut di 
lapangan atau tempat penelitian. Definisi variabel dalam penelitian ini dapat 
dioperasionalkan sebagai berikut : 
1) Variabel Terikat (Dependend Variable) 
Variable dependend atau yang biasa disebut dengan variable terikat. 




menjadi aktibat karena dipengaruhi oleh variable-variabel bebas. Variabel 
terikat dalam penelitian ini adalah beban pajak penghasilan badan.  
Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 Pasal 
2 ayat (1) huruf b yang menjelaskan tentang badan yaitu sekumpulan 
orang yang memiliki modal dan melakukan kegiatan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 
milik Negara maupun badan usaha milik daerah, koperasi, firma, yayasan, 
organisasi social politik, lembaga, dan lainnya yang termasuk dalam badan 
usaha tetap dan kontrak investasi kolektif. 
2) Variabel Bebas (Independen Variable) 
Variable independen yang sering dikenal sebagai variabel bebas. 
Menurut (Sugiyono, 2014) yang dimaksud dengan variabel bebas yaitu 
variabel yang mempengaruhi atau yang sedang menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas pada 
penelitian ini adalah PPh Pasal 21. 
Menurut Per Dirjen Pajak No.16/PJ/2016 Pasal 1 ayat 2 Pajak 
penghasilan merupakan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, 
jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek 
Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut dengan PPh Pasal 21, adalah 
pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan 




orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghsilan. 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Penelitian Pustaka 
Menurut  (Urkan, dkk, 2017), penelitian pustaka merupakan 
pengumpulan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu, yang 
di dapat dari dokumen-dokumen, buku-buku, internet, serta sumber data 
tertulis lainnya yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan. 
2. Penelitian Lapangan 
Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data yang 
dilakukan tanpa memerlukan pengetahuan literature dan kemampuan 
tertentu dari pihak peneliti. Dalam penelitian lapangan ada 2(dua) jenis, 
yaitu : 
a) Wawancara 
Menurut (Sugiyono, 2017) wawancara merupakan teknik 
pengumpulan   data   dimana   pewawancara   (peneliti   atau   yang   
diberi   tugas melakukan  pengumpulan  data)  dalam  mengumpulkan  
data  mengajukan  suatupertanyaan kepada yang diwawancarai. 
b) Observasi  
Menurut   (Sugiyono, 2017)   observasi   merupakan   kegiatan 
pemuatan  penelitian  terhadap  suatu  objek.  Apabila  dilihat  pada  
proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi 




E. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis mengggunakan alat analisis, yaitu dengan 
melakukan rekonsiliasi fiskal yang terdiri dari koreksi fiskal positif dan 
koreksi fiskal negatif pada biaya - biaya terhadap penghasilan kena pajak dan 
laporan laba rugi perusahaan. 
Koreksi Fiskal Postitif adalah koreksi fiscal yang menyebabkan 
penghasilan kena pajak secara fiscal bertambah, yang selanjutnya berdampak 
memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang. Koreksi positif terjadi 
apabila pendapatan menurut fiscal bertambah. Koreksi positif biasanya 
dilakukan akibat adanya : 
1. Beban yang tidak diakui oleh pajak (non-deductible expense). 
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiscal. 
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiscal. 
4. Penyesuaian fiscal positif lainnya. 
Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi fiscal yang menyebabkan 
penghasilan kena pajak secara fiscal menjadi berkurang yang selanjutnya 
berdampak memperkecil penghasilan kena pajak. Koreksi negative biasanya 
dilakukan akibat adanya : 
e) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. 
f) Penghasilan yang dikenakan PPh Final. 
g) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. 





 Untuk menghitung persentase efisiensi pajak setelah dilakukan 
perencanaan pajak dengan menggunakan rumus:  
 
 
 Keterangan:  
T  = Besarnya % efisiensi pajak.  
P 0 = Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak.  
P 1 = Besarnya pajak penghasilan setelah perencanaan pajak.  






















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum 
1. Sejarah PDAM 
Penyediaan air bersih untuk kelangsungan kehidupan merupakan 
kebutuhan primer manusia yang tidak bisa digantikan. Ketika kebutuhan 
tersebut tidak bisa dipenuhi, maka akan akan timbul matarantai 
permasalahan-permasalahan lainnya, seperti kesehatan, lingkungan, 
kesejahteraan dan sebagainya. Untuk itu diperlukan sebuah upaya yang 
sungguh-sungguh dari pihak yang terkait untuk ketersedian air bersih, baik 
secara kualitas, kuantitas maupun sisi pemerataan penyebarannya. 
PDAM merupakan perusahaan pemerintah yang telah diswastakan 
menjadi perusahaan daerah yang bergerak melayani kebutuhan air bersih 
di wilayah kota tegal yang kegiatannya meliputi sambungan baru, 
perawatan sambungan yang telah ada serta pemutusan sambungan bagi 
pelanggan yang tidak lagi mempergunakan pasokan air dari pdam tersebut 
ataupun pelanggan yang tidak membayar tagihan rekening yang telah 
dibebankan kepada pelanggan. 
PDAM sudah ada sejak zaman Belanda di mana mereka berhasil 
menemukan sumber air yaitu di daerah Bulakan Bumijawa. Dikarenakan 
kebutuhan air bersih pada saat itu sangat dibutuhkan maka dibangunlah 




Belanda saluran air tersebut dinamakan “Water Leidang Bedrrief Of 
Province Medden Java”  yang berarti saluran air minum yang berada di 
dalam kekuasaan pemerintah provinsi. Saluran air minum tersebut 
dibangun pada tahun 1917 sampai dengan tahun 1933 dan langsung 
dioperasikan. Setelah bangsa Jepang datang dan memenangi peperangan 
melawan Belanda saluran air yang ada pun dikuasai oleh pihak Jepang. 
Oleh Jepang saluran air tersebut diganti nama “SUWIDA” SU artinya Air 
dan WIDA artinya Pipa, sehingga dapat diartikan pipa yang menyalurkan 
air. Setelah penjajahan Jepang berakhir SUWIDA berubah nama menjadi 
DInas Saluran Air Minum di bawah pimpinan Kepala DInas. Pada tanggal 
1 Januari 1976 nama dan statusnya SAM diganti menjadi Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) yang dipimpin oleh Direktur. Dan tahun 1976 
perusahaan ini terus berkembang karena kebutuhan masyarakat akan air 
bersih terus bertambah dan meluas hingga ke daerah lain. Maka 
pemerintah daerah mendirikan kantor baru yang terletak di Jalan Hangtuah 
No.29 Tegal dan diresmikan pada tanggal 12 Februari 1979 oleh Bapak 
Sarjoe selaku Walikota Madya Daerah Tingkat II Tegal pada waktu itu 
hingga sekarang. 
2. Maksud Dan Tujuan 
PDAM didirikan dengan maksud dan tujuan untuk turut serta 
melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan 




memenuhi kebutuhan rakyat dan tenaga kerja dalam Perusahaan menuju 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
PDAM merupakan pelayanan  terhadap masyarakat (public service) 
yang bertujuan untuk menyediakan air bersih dan sehat yang mencukupi 
kebutuhan masyarakat Daerah dan sekitarnya berusaha di bidang distribusi 
air yang berhubungan dengan penyediaan air bersih dan sehat serta dapat 
melakukan kerjasama dengan Badan atau Instansi lain baik Pemerintah 
maupun Swasta. 
3. Visi Dan Misi 
Visi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal adalah “Terdepan 
Dan Tersehat  Dalam Pelayanan” 
Misi Perusahaan Daerah Air minum Kota Tegal adalah: 
1. Memberikan pelayanan air bersih terbaik adil & merata 
2. Memberikan tarif air minum yang terjangkau 
3. Menjaga kelestarian & ketersediaan air baku 
4. Meningkatkan profesionalisme 
5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan 
4. Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan 
pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan 
aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus 




pertanggung jawaban apa yang akan di kerjakan. Berikut ini adalah struktur 















Sumber: PDAM Kota Tegal 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi PDAM Kota Tegal 
 
 
Pembagian tugas kerja merupakan suatu hal yang mutlak dalam suatu 
organisasi. Pembagian tugas kerja tersebut bertujuan agar bidang pekerjaan 




yang dikerjakan dalam suatu organisasi tersebut. PDAM Kota Tegal 
membagi tugas kerja pegawai sebagai berikut: 
1. Direktur  
Tugas direktur utama: 
a. Melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan sesuai dengan 
kebijaksanaan Kepala Daerah 
b. Mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan 
c. Mempersiapkan dan menetapkan rencana kegiatan perusahaan untuk 
dimintakan pengesahan kepada kepala Daerah 
d. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan sesuai 
dengan peraturan kepegawaian yang berlaku 
e. Melakukan pembinaan pegawai perusahaan untuk menciptakan 
suasana kerja yang menunjang tujuan perusahaan 
f. Mengadakan penilaian/evaluasi terhadap efisien serta efektivitas 
perusahaan 
g. Memberikan laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan 
perusahaan kepada Kepala Daerah. 
h. Memberikan laporan tahunan kepada kepala Daerah. 
i. Membina kerja sama yang baik dengan instansi lainnya. 







2. Ka. Bag  Teknik 
Ka. Bag teknik bertugas: 
a. Melaksanakan pengurusan dan pembinaan dibidang teknik sesuai 
dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh direktur. 
b. Mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan. 
c. Mempersiapkan rencana perusahaan dibidang teknik yang 
menyangkut perencanaa teknik, produksi, distribusi dan peralatan 
teknik 
d. Mengadakan evaluasi kegiatan dalam bidang teknik untuk mencapai 
efisiensi dan efektivitas kerja serta mengadakan perbaikan dan 
penyempurnaan 
e. Mengkoordinasikan aktivitas bagian perencanaan teknik, bagian 
produksi, bagian distribusi. 
f. Memberikan petunjuk dan bimbingan terhadap semua kegiatan kerja 
dibidang perencanaan teknik, produksi, distribusi dan peralatan 
teknik. 
g. Memberikan usul, saran dan pertimbangan kepada Direktur utama 
dalam hal pengangkatan, promosi.mutasi dan pemberhentian, 
pegawai khususnya pegawai bidang teknik. 
h. Mengawasi sumua kegiatan perencanaan teknik, produksi dan 
distribusi. 





3. Ka. Bag Adm Dan Keuangan 
Ka. Bag Adm Dan Keuangan, mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan di bidang 
umum sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh 
direktur  
b. Mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan. 
c. Mempersiapkan rencana perusahaan di bidang umum keuangan dan 
pelanggan. 
d. Mengkoordinasikan aktifitas bagian umum, bagian langganan dan 
bagian keuangan. 
e. Memberikan petunjuk dan bimbingan terhadap semua kegiatan kerja 
yang menyangkut pendapatan dan pembelanjaan perusahaan, 
pengadaan dan pengelolaan barang-barang serta administrasi 
kepegawaian 
f. Mengawasi sumua kegiatan umum, keuangan dan langganan. 
4. Ka. Bag Langganan 
Ka. Bag Langganan, mempunyai tugas : 
a. Membantu direktur Bidang Teknik dalam menyusun usulan anggaran 
Perusahaan yang menyangkut kegiatan bagiannya. 
b. Mengatur dan menjamin pendistribusian air minum kepada 





c. Menyelenggarakan pengawasan dalam rangka pengamanan terhadap 
semua jaringan pipa transmisi dan distribusi 
d. Menyelenggarakan pemeliharaan dan penggantian semua pipa 
jaringan air minum. 
 
B. Hasil Penelitian 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal merupakan suatu 
entitas yang didirikan oleh Pemerintah  Kota Tegal untuk memberikan 
pelayanan air minum kepada masyarakat. PDAM Kota Tegal sebagai entitas 
yang tidak terdaftar di pasar modal, ekuitasnya hanya berupa penyertaan 
pemerintah, saldo laba ditahan/akumulasi kerugian. PDAM Kota Tegal 
menerbitkan laporan keuangan hanya untuk tujuan umum bagi pengguna 
eksternal seperti pemilik dan kreditur dalam hal ini Kementerian Keuangan. 
Karena itu, PDAM menganut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). 
Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan 
PDAM Kota Tegal untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban 
dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran 
tertentu. Dasar pengkuran yang diperkenankan hanya ada dua yaitu biaya 
historis dan nilai wajar. Aset dicatat dengan nilai historis artinya bahwa aset 
dicatat dengan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar 
dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. 
Kewajiban dicatat dengan nilai historis artinya bahwa kewajiban dicatat 




kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya 
kewajiban. Nilai wajar adalah jumlah yang digunakan untuk mempertukarkan 
aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang 
berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang 
wajar. 
1. Dasar Akuntansi 
PDAM Kota Tegal menyusun laporan keuangan, dengan 
menggunakan dasar akrual. Pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, 
ekuitas, penghasilan dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria 
pengakuan. 
2. Kebijakan  Akuntansi 
PDAM Kota Tegal mencatat dan menerapkan perubahan kebijakan 
akuntansi sebagai akibat perubahan persyaratan dalam SAK ETAP dan 
menerapkan secara retrospektif. Secara retrospektif berarti PDAM Kota 
Tegal menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk informasi komparatif 
periode lalu untuk tanggal paling awal dimana hal tersebut adalah praktis, 
seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut telah diterapkan 
sebelumnya. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak terhadap 
periode individual dari perubahan kebijakan akuntansi untuk informasi 
komparatif satu atau lebih periode lalu yang disajikan, maka PDAM Kota 
Tegal menerapkan kebijakan akuntansi baru atas nilai tercatat aset dan 
kewajiban pada periode sajian paling awal dimana penerapan retrospektif 




korespondensi ke saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh. 
Perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan dalam CALK pada 
periode terjadinya perubahan, terutama mengenai sifat dari peubahan 
kebijakan akuntansi, alasan penerapan kebijakan akuntansi yang baru dan 
jumlah penyesuaian untuk setiap pos. 
3. Perubahan Estimasi 
PDAM Kota Tegal mengakui pengaruh perubahan estimasi akuntansi 
secara prospektif dengan memasukkannya ke laporan laba rugi. Jika 
perubahan estimasi akuntansi mengubah aset dan kewajiban, atau terkait 
dengan suatu pos di ekuitas, PDAM Kota Tegal mengakuinya dengan 
menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang 
terkait di periode perubahan tersebut. PDAM Kota Tegal mengungkapkan 
sifat setiap perubahan estimasi akuntansi dan dampak perubahan tersebut 
pada aset, kewajiban, penghasilan dan beban pada periode berjalan. 
4. Pengakuan Kas dan setara kas 
Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan PDAM 
Kota Tegal. Kas dan setara kas berkurang pada saat digunakan atau pada 
saat dicadangkan (kas yang dicadangkan untuk tujuan tertentu). 
5. Piutang 
Piutang adalah hak tagih PDAM yang timbul dari transaksi penjualan 
air, penjualan non air dan penjualan lainnya yang akan diterima 
pembayarannya pada masa yang akan datang. Piutang terbagi atas Piutang 




dan Piutang Non Usaha yaitu piutang yang timbul dari transaksi lainnya 
selain transaksi penjualan air dan non air. 
Piutang usaha penjualan air dicatat sebesar tagihan pemakaian air 
kepada pelanggan yang tertera dalam DRD Air. Piutang usaha penjualan 
non air dicatat sebesar tagihan non air. Sedangkan piutang non usaha 
dicatat sebesar nilai wajar yang dapat direalisasi di masa yang akan 
datang. Pada setiap tanggal pelaporan, PDAM harus melakukan 
penyisihan kerugian piutang secara kolektif atau per kelompok pelanggan, 
yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul. 
Besarnya penyisihan kerugian piutang ditentukan berdasarkan rata-rata 
piutang tak tertagih pada masing-masing kelompok pelanggan. 
6. Persediaan 
Persediaan adalah aset dalam proses produksi atau dalam bentuk 
bahan/perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian pelayanan, proses 
produksi, dan mendukung kegiatan administratif. Persediaan PDAM 
meliputi persediaan bahan kimia, persediaan bahan operasi lainnya, 
persediaan barang cetakan, dan persediaan bahan instalasi (water meter, 
pipa-pipa, asesoris, dan suku cadang). Persediaan diakui pada saat 
perolehannya. 
Persediaan diukur pada biaya perolehannya yang meliputi seluruh 
biaya pembelian dan biaya yang dapat dibebankan secara langsung serta 
biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan 




bea impor, pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat direstitusi kepada 
otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan. Diskon, potongan, 
dan lainnya yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. 
Dalam menentukan biaya persediaan (kimia, bahan instalasi, bahan 
operasional lainnya maupun barang cetakan), PDAM Kota Tegal  
menggunakan rumus biaya dengan metode Masuk Pertama Keluar 
Pertama (MPKP)/First In First Out (FIFO). Dalam metode ini pemakaian 
bahan dibebankan dengan harga beli awal dari sisa persediaan. 
7. Pengeluaran Modal 
Alokasi persediaan ke aset tetap yang diakui sebagai penambah nilai 
aset tetap harus memenuhi salah satu kondisi berikut, yaitu 
memperpanjang umur ekonomis, meningkatkan kapasitas, mutu atau 
meningkatkan standar kinerja. 
Data yang diperoleh dari PDAM Kota Tegal yaitu Laporan  Keuangan 
PDAM PDAM Kota Tegal  tahun 2016-2018 yang berupa Laporan Neraca, 
Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan 
Catatan atas laporan keuangan. Sedangkan data yang akan diolah adalah 
laporan laba rugi PDAM Kota Tegal tahun  2016-2018. Berikut ini adalah 








Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Tegal 
Laporan Laba Rugi 
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018, 2017 Dan 2016 
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1. Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2016 
Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal terdapat dua jenis koreksi yaitu 
koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif pada biaya - biaya terhadap 
penghasilan kena pajak dan laporan laba rugi perusahaan.Koreksi Fiskal 
Postitif adalah koreksi fiscal yang menyebabkan penghasilan kena pajak 
secara fiscal bertambah, yang selanjutnya berdampak memperbesar nilai 
pajak penghasilan yang terutang. Koreksi positif terjadi apabila 
pendapatan menurut fiscal bertambah 
a. Penentuan Objek Pajak Penghasilan  
Dalam penghitungan pajak penghasilan perlu penentuan objek 
pajak penghasilan dan bukan objek pajak penghasilan pada laporan 
keuangn perusahaan. Hal ini berguna untuk menentukan besarnya 
penghasilan neto yang diperoleh perusahaan baik yang berasal dari 
dalam Negeri maupun Luar Negeri. Penghasilan atau objek pajak 
penghasilan PDAM Kota Tegal Tahun 2016 yaitu:  
1) Pendapatan Usaha Rp 20.302.549.600  
2) Biaya Langsung Usaha Rp 23.577.601.499  
3) Biaya tidak langsung usaha Rp 35.928.030  
4) Pendapatan lain-lain Rp 461.258.543  
5) Biaya lain-lain Rp 2.145.881.353  
b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak yaitu:  
1) Biaya bunga deposito Rp 97.254.570  




c. Penentuan Biaya-biaya yang Dapat Dikurangakan dari Penghasilan 
pendapatan di luar operasi yang diterima perusahaan, yang 
termasuk dalam pendapatan ini adalah:  
1) Pendapatan bunga deposito sebesar Rp 97.254.570  
2) Pendapatan jasa giro sebesar Rp 159.157.952  
Akun pendapatan ini tidak boleh diperhitungkan dengan penghasilan 
bruto dan harus dilakukan koreksi fiskal negatif.  Adanya pengeluaran 
atau beban perusahaan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan 
bruto membuat perusahaan harus melakukan penyesuaian fiskal positif. 
Untuk tahun 2016 terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto dan telah dilakukan penyesuaian fiskal positif oleh 
PDAM Kota Tegal, adalah sebagai berikut;  
a. Biaya penyisihan piutang  sebesar Rp 368.376.356  
b. Beban representasi  sebesar Rp 71.000.000  
c. Beban bantuan dan sumbangan  sebesar Rp 19.165.000  
d. Beban pakaian dinas sebesar Rp 54.177.000 
e. Beban biaya rapat dan tamu  Rp. 52.299.737 
f. Beban langganan media cetak Rp. 3.480.000 
g. Beban makan dan minum karyawan  Rp. 40.106.000 
Dalam menyusun Laporan Keuangan Fiskal harus Mengacu pada 
Peraturan Perpajakan, sehingga laporan Keuangan harus disesuaikan lebih 
dahulu sebelum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. PDAM  




komersial, sehingga menghasilkan Laporan Keuangan yang akan menjadi 
dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar 
perusahaan.  
Peneliti juga melakukan koreksi fiskal untuk menghitung besarnya 
PPh badan yang seharusnya terutang pada tahun 2016. Penyesuaian Fiskal 
ini dilakukan untuk membandingkan besarnya pajak yang telah 
dibayarkan oleh perusahaan dengan hasil perhitungan menurut Undang-
undang Perpajakan. 
Penghasilan Kena Pajak atau Laba Fiskal disusun setelah 
dilakukannya koreksi dan tidak disajikan secara terpisah oleh perusahaan. 
Koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan yaitu adanya perbedaan 
tetap dan perbedaan waktu yang menyebabkan laba yang dihitung 
perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh karena itu dasar 
penentuan PPh berbeda antara perusahaan dengan perpajakan. Untuk 
menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan 
kepada negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap perkiraanperkiraan 
(akun-akun) yang tidak diakui oleh pajak baik secara penghasilan maupun 
beban. 
Pada PDAM Kota Tegal, peneliti menemukan adanya perbedaan 
waktu, sehingga diperlukan koreksi fiskal baik secara fiskal positif 
maupun koreksi fiscal negatif. Berikut ini peneliti sajikan koreksi fiskal 






PDAM Kota Tegal 
Rekonsiliasi Fiskal  










Beban penyisihan piutang 368.376.356 
 
Beban representasi 71.000.000 
 
Beban bantuan dan sumbangan 19.165.000 
 
Beban pakaian dinas 54.177.000 
 
Beban biiaya rapat dan tamu 52.299.737 
 
Beban langganan media cetak 3.480.000 
 
Beban makan dan minum karyawan 40.106.000 
 
Jumlah koreksi positif 608.604.093 
 
Koreksi fiscal negative 
  
Pendapatan bunga deposito 
 
97.254.570 
Pendapatan jasa giro 
 
159.157.952 
Jumlah koreksi negatif 
 
256.412.522 
Laba setelah koreksi fiskal 
 
4.283.744.793 
Penghasilan Kena Pajak 
 
4.283.744.793 
Pajak penghasilan sesuai UU PPh PAsal 17  
  




Dari data yang diperoleh dari perusahaan dapat dilihat laba tahun 
berjalan sebelum pajak menurut perusahaan (Laporan Keuangan 
Komersial) sebesar Rp 3.931.553.222 sementara penghasilan kena pajak 
setelah koreksi fiskal diperoleh jumlah laba sebesar Rp 4.283.744.793. 
 Untuk menghitung persentase efisiensi pajak setelah dilakukan 









T = Besarnya % efisiensi pajak.  
P 0 = Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak.  
P 1 = Besarnya pajak penghasilan setelah perencanaan pajak.  
Sehingga dapat dihitung besarnya efisiensi pajak tahun 2016 yaitu 
sebagai berikut: 
 
Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa terjadi ketidak 
efisiensi pajak pada tahun 2016  sebesar 8,96%. Jumlah kewajiban pph 
pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif 
berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga belum dapat 
melakukan  penghematan beban pajak penghasilan badan. 
Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan 
adanya koreksi positif yang cukup besar terutama di beban penyisihan 





2. Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017 
Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal terdapat dua jenis koreksi yaitu 
koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif pada biaya - biaya terhadap 
penghasilan kena pajak dan laporan laba rugi perusahaan.Koreksi Fiskal 
Postitif adalah koreksi fiscal yang menyebabkan penghasilan kena pajak 
secara fiscal bertambah, yang selanjutnya berdampak memperbesar nilai 
pajak penghasilan yang terutang. Koreksi positif terjadi apabila 
pendapatan menurut fiscal bertambah 
a. Penentuan Objek Pajak Penghasilan  
Dalam penghitungan pajak penghasilan perlu penentuan objek 
pajak penghasilan dan bukan objek pajak penghasilan pada laporan 
keuangn perusahaan. Hal ini berguna untuk menentukan besarnya 
penghasilan neto yang diperoleh perusahaan baik yang berasal dari 
dalam Negeri maupun Luar Negeri. Penghasilan atau objek pajak 
penghasilan PDAM Kota Tegal Tahun 2017 yaitu:  
1) Pendapatan Usaha Rp 29.116.482.216  
2) Biaya Langsung Usaha Rp 24.158.826.281  
3) Biaya tidak langsung usaha Rp 50.129.589  
4) Pendapatan lain-lain Rp 761.854.303  
5) Biaya lain-lain Rp 2.076.294.619  
b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak yaitu:  
1) Biaya bunga deposito Rp 133.112.088  




c. Penentuan Biaya-biaya yang Dapat Dikurangakan dari Penghasilan 
pendapatan di luar operasi yang diterima perusahaan, yang termasuk 
dalam pendapatan ini adalah:  
1) Pendapatan bunga deposito sebesar Rp 133.112.088  
2) Pendapatan jasa giro sebesar Rp 233.025.991  
Akun pendapatan ini tidak boleh diperhitungkan dengan penghasilan 
bruto dan harus dilakukan koreksi fiskal negatif.  Adanya pengeluaran 
atau beban perusahaan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan 
bruto membuat perusahaan harus melakukan penyesuaian fiskal positif. 
Untuk tahun 2017 terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto dan telah dilakukan penyesuaian fiskal positif oleh 
PDAM Kota Tegal, adalah sebagai berikut;  
a. Biaya penyisihan piutang  sebesar Rp 301.956.688  
b. Beban representasi  sebesar Rp 82.500.000  
c. Beban bantuan dan sumbangan  sebesar Rp 41.340.000  
d. Beban pakaian dinas sebesar Rp 73.015.200 
e. Beban biaya rapat dan tamu  sebesar Rp. 24.032.190 
f. Beban langganan media cetak sebesar Rp. 7.050.000 
g. Beban makan dan minum karyawan sebesar Rp. 60.528.000 
h. Beban bank sebesar Rp.46.725.199 
Dalam menyusun Laporan Keuangan Fiskal harus Mengacu pada 
Peraturan Perpajakan, sehingga laporan Keuangan harus disesuaikan lebih 




Kota Tegal telah melakukan penyesuaian terhadap  laporan Keuangan 
komersial, sehingga menghasilkan Laporan Keuangan yang akan menjadi 
dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar 
perusahaan.  
Peneliti juga melakukan koreksi fiskal untuk menghitung besarnya 
PPh badan yang seharusnya terutang pada tahun 2017. Penyesuaian Fiskal 
ini dilakukan untuk membandingkan besarnya pajak yang telah 
dibayarkan oleh perusahaan dengan hasil perhitungan menurut Undang-
undang Perpajakan. 
Penghasilan Kena Pajak atau Laba Fiskal disusun setelah 
dilakukannya koreksi dan tidak disajikan secara terpisah oleh perusahaan. 
Koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan yaitu adanya perbedaan 
tetap dan perbedaan waktu yang menyebabkan laba yang dihitung 
perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh karena itu dasar 
penentuan PPh berbeda antara perusahaan dengan perpajakan. Untuk 
menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan 
kepada negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap perkiraanperkiraan 
(akun-akun) yang tidak diakui oleh pajak baik secara penghasilan maupun 
beban. 
Pada PDAM Kota Tegal, peneliti menemukan adanya perbedaan 
waktu, sehingga diperlukan koreksi fiskal baik secara fiskal positif 
maupun koreksi fiscal negatif. Berikut ini peneliti sajikan koreksi fiskal 





PDAM Kota Tegal 
Rekonsiliasi Fiskal  










Beban penyisihan piutang 301.956.688 
 
Beban representasi 82.500.000 
 
Beban bantuan dan sumbangan 41.340.000 
 
Beban pakaian dinas 73.015.200 
 
Beban biiaya rapat dan tamu 24.032.190 
 
Beban langganan media cetak 7.050.000 
 
Beban makan dan minum karyawan 60.528.000 
 
Beban bank 46.725.199 
 
Jumlah koreksi positif 637.147.277 
 
Koreksi fiscal negative 
  
Pendapatan bunga deposito 
 
133.112.088 
Pendapatan jasa giro 
 
233.025.991 
Jumlah koreksi negatif 
 
366.138.079 
Laba setelah koreksi fiskal 
 
5.940.389.847 
Penghasilan Kena Pajak 
 
5.940.389.847 
Pajak penghasilan sesuai UU PPh PAsal 17  
  




Dari data yang diperoleh dari perusahaan dapat dilihat laba tahun 
berjalan sebelum pajak menurut perusahaan (Laporan Keuangan 
Komersial) sebesar Rp 5.669.380.649 sementara penghasilan kena 
pajak setelah koreksi fiskal diperoleh jumlah laba sebesar Rp 
5.940.389.847. 
 Untuk menghitung persentase efisiensi pajak setelah dilakukan 








T = Besarnya % efisiensi pajak.  
P 0 = Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak.  
P 1 = Besarnya pajak penghasilan setelah perencanaan pajak.  
Sehingga dapat dihitung besarnya efisiensi pajak tahun 2016 yaitu 
sebagai berikut: 
 
Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa terjadi ketidak 
efisiensi pajak pada tahun 2017  sebesar 4,78%. Jumlah kewajiban pph 
pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif 
berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga belum dapat 
melakukan  penghematan beban pajak penghasilan badan. 
Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan 
adanya koreksi positif yang cukup besar terutama di beban penyisihan 
piutang yaitu sebesar Rp. 301.956.688. 
 
3. Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018 
Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal terdapat dua jenis koreksi yaitu 
koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif pada biaya - biaya terhadap 
penghasilan kena pajak dan laporan laba rugi perusahaan.Koreksi Fiskal 





secara fiscal bertambah, yang selanjutnya berdampak memperbesar nilai 
pajak penghasilan yang terutang. Koreksi positif terjadi apabila 
pendapatan menurut fiscal bertambah 
a. Penentuan Objek Pajak Penghasilan  
Dalam penghitungan pajak penghasilan perlu penentuan objek 
pajak penghasilan dan bukan objek pajak penghasilan pada laporan 
keuangn perusahaan. Hal ini berguna untuk menentukan besarnya 
penghasilan neto yang diperoleh perusahaan baik yang berasal dari 
dalam Negeri maupun Luar Negeri. Penghasilan atau objek pajak 
penghasilan PDAM Kota Tegal Tahun 2018 yaitu:  
1) Pendapatan Usaha Rp 26.117.484.597  
2) Biaya Langsung Usaha Rp 25.992.183.844  
3) Biaya tidak langsung usaha Rp 85.320.504  
4) Pendapatan lain-lain Rp 635.475.555  
5) Biaya lain-lain Rp 2.009.463.218  
b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak yaitu:  
1) Bunga deposito Rp 123.011.599  
2) Jasa Giro Rp 401.630.073  
c. Penentuan Biaya-biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan 
pendapatan di luar operasi yang diterima perusahaan, yang termasuk 
dalam pendapatan ini adalah:  
1) Pendapatan bunga deposito sebesar Rp 123.011.599  




Akun pendapatan ini tidak boleh diperhitungkan dengan penghasilan 
bruto dan harus dilakukan koreksi fiskal negatif.  Adanya pengeluaran 
atau beban perusahaan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan 
bruto membuat perusahaan harus melakukan penyesuaian fiskal positif. 
Untuk tahun 2018 terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto dan telah dilakukan penyesuaian fiskal positif oleh 
PDAM Kota Tegal, adalah sebagai berikut;  
a. Biaya penyisihan piutang  sebesar Rp 179.643.265  
b. Beban representasi  sebesar Rp 90.000.000  
c. Beban bantuan dan sumbangan  sebesar Rp 24.645.000  
d. Beban pakaian dinas sebesar Rp 74.270.000 
e. Beban biaya rapat dan tamu  sebesar Rp. 32.702.950 
f. Beban langganan media cetak sebesar Rp. 7.450.000 
g. Beban makan dan minum karyawan sebesar Rp. 62.326.000 
h. Beban bank sebesar Rp.120.000 
Dalam menyusun Laporan Keuangan Fiskal harus Mengacu pada 
Peraturan Perpajakan, sehingga laporan Keuangan harus disesuaikan lebih 
dahulu sebelum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. PDAM  
Kota Tegal telah melakukan penyesuaian terhadap  laporan Keuangan 
komersial, sehingga menghasilkan Laporan Keuangan yang akan menjadi 





Peneliti juga melakukan koreksi fiskal untuk menghitung besarnya 
PPh badan yang seharusnya terutang pada tahun 2018. Penyesuaian Fiskal 
ini dilakukan untuk membandingkan besarnya pajak yang telah 
dibayarkan oleh perusahaan dengan hasil perhitungan menurut Undang-
undang Perpajakan. 
Penghasilan Kena Pajak atau Laba Fiskal disusun setelah 
dilakukannya koreksi dan tidak disajikan secara terpisah oleh perusahaan. 
Koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan yaitu adanya perbedaan 
tetap dan perbedaan waktu yang menyebabkan laba yang dihitung 
perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh karena itu dasar 
penentuan PPh berbeda antara perusahaan dengan perpajakan. Untuk 
menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan 
kepada negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap perkiraanperkiraan 
(akun-akun) yang tidak diakui oleh pajak baik secara penghasilan maupun 
beban. 
Pada PDAM Kota Tegal, peneliti menemukan adanya perbedaan 
waktu, sehingga diperlukan koreksi fiskal baik secara fiskal positif 
maupun koreksi fiscal negatif. Berikut ini peneliti sajikan koreksi fiskal 





PDAM Kota Tegal 
Rekonsiliasi Fiskal  










Beban penyisihan piutang 179.643.265 
 
Beban representasi 90.000.000 
 
Beban bantuan dan sumbangan 24.645.000 
 
Beban pakaian dinas 74.270.000 
 
Beban biiaya rapat dan tamu 32.702.950 
 
Beban langganan media cetak 7.450.000 
 
Beban makan dan minum karyawan 62.326.000 
 
Beban bank 120.000 
 
Jumlah koreksi positif 471.157.215 
 
Koreksi fiscal negative 
  
Pendapatan bunga deposito 
 
123.011.599 
Pendapatan jasa giro 
 
401.630.073 
Jumlah koreksi negatif 
 
524.641.672 
Laba setelah koreksi fiskal 
 
5.043.986.213 
Penghasilan Kena Pajak 
 
5.043.986.213 
Pajak penghasilan sesuai UU PPh PAsal 17  
  




Dari data yang diperoleh dari perusahaan dapat dilihat laba tahun 
berjalan sebelum pajak menurut perusahaan (Laporan Keuangan 
Komersial) sebesar Rp 5.097.470.670 sementara penghasilan kena 
pajak setelah koreksi fiskal diperoleh jumlah laba sebesar Rp 
5.043.986.213. 
 Untuk menghitung persentase efisiensi pajak setelah dilakukan 








T = Besarnya % efisiensi pajak.  
P 0 = Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak.  
P 1 = Besarnya pajak penghasilan setelah perencanaan pajak.  
Sehingga dapat dihitung besarnya efisiensi pajak tahun 2016 yaitu 
sebagai berikut: 
 
Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa terjadi efisiensi 
pajak pada tahun 2018  sebesar 1,05%. Jumlah kewajiban pph pada 
PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif 
berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat 
melakukan  penghematan beban pajak penghasilan badan. 
 
C. Pembahasan 
 PDAM Kota Tegal merupakan badan usaha milik daerah yang 
bergerak dalam bidang pendistribusian air bersih bagi masyarakat umum. 
PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya yang terdapat di 
Indonesia. PDAM merupakan badan usaha yang diawasi oleh aparat-aparat 
eksekutif maupun legislatif daerah. PDAM melakukan kegiatan operasional 





yang harus dilaporkan dan disetorkan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPh 
Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 29, dan PPN Sambungan Baru. 
Kebijakan yang diberlakukan di PDAM Kota Tegal dalam 
menghitung beban pajak penghasilan badan sudah sesuai dengan peraturan 
pemerintah nomor 23 tahun 2018. PDAM Kota Tegal dalam menghitung 
Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dengan menggunakan metode 
gross yaitu pegawai menanggung beban pajak terutangnya sendiri. Pajak 
Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25), Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh Pasal 
29), Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPh Pasal 4 ayat 2), dan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) Sambungan Baru menggunakan metode yang sudah 
ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima 
atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 
penerapan PPh pasal 21 belum efisien dan tidak bisa melakukan  penghematan 
beban pajak penghasilan badan. Pada tahun 2016 dan 2017 penghasilan kena 
pajak badan setelah rekonsiliasi fiscal lebih besar daripada penghasilan kena 
pajak badan sebelum rekonsiliasi fiscal. Hal tersebut dikarenakan tingginya 
koreksi positif terutama pada akun beban penyisihan piutang. Pada tahun 2018 
PDAM Kota Tegal sudah efisien dalam penerapan PPh pasal 21 dan bisa 
melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan. Pada tahun 2018 
penghasilan kena pajak badan setelah rekonsiliasi fiscal lebih kecil daripada 




Secara fiskal, piutang tak tertagih merupakan nilai yang muncul akibat 
dari transaksi wajar yang sesuai dengan bidang usaha PDAM Kota Tegal, 
dimana oleh Wajib Pajak telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal 
namun tidak membuahkan hasil. Pembebanan secara komersial atas Piutang 
Tak Tertagih oleh PDAM Kota Tegal merupakan objek rekonsiliasi fiskal 
sebelum menentukan Penghasilan Kena Pajak. Pada dasarnya secara fiskal 
tidak dikenal adanya metode penyisihan/pembentukan cadangan sebagaimana 
ditegaskan didalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
Pajak Penghasilan, kecuali untuk Wajib Pajak sektor usaha tertentu. Sehingga 
komponen biaya yang dibentuk akibat adanya pembentukan atau penyisihan 
dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari laba bruto. Ini berarti nilai 
penyisihan piutang ragu- ragu yang belum diputuskan sebagai Piutang Tidak 
Tertagih tidak boleh dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah: 
1. PDAM Kota Tegal dalam penyusunan laporan keuangannya  sudah sesuai 
dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. PDAM Kota Tegal 
menerbitkan laporan keuangan hanya untuk tujuan umum bagi pengguna 
eksternal seperti pemilik, karena itu PDAM menganut Standar Akuntansi 
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). 
2. Penerapan PPh Pasal 21 pada PDAM Kota Tegal pada tahun 2016 dan 
2017 belum dapat mengoptimalkan pajak penghasilan terutang sedangkan 
pada tahun 2018 belum dapat mengoptimalkan pajak penghasilan 
terutang.  Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2016 dan 2017 penghasilan 
kena pajak badan setelah rekonsiliasi fiscal lebih besar daripada 
penghasilan kena pajak badan sebelum rekonsiliasi fiscal yang koreksi 
pada beban  penyisihan piutang. 
3. Dampak dari penggunaan metode perhitungan perpajakan terhadap laporan 
keuangan fiskal PDAM Kota Tegal adalah adanya penghasilan kena pajak 
dari laporan fiscal yang lebih besar dari penghasilan kena pajak dari 







1. Melalui kegiatan penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan 
saran pegawai bagian keuangan perlu memahami cara penghitungan 
Pajak Penghasilan wajib pajak badan. 
2. PDAM Kota Tegal diharapkan dapat menerapkan beberapa opsi fiskal 
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